BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/ 3({, TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENYETORAN
KEMBALI SISA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN
ANGGARAN 2011 KE REKENING KAS UMUM NEGARA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan

Mengingat

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa
Tengah Nomor : S-1784/PW11/3/2016 tanggal 26
September 2016 perihal : Konfirmasi Penyetoran Kembali
Sisa BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum
Negara, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyetor
kembali sisa BOS Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas
Umum Negara,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah mengatur bahwa salah satu dasar pengeluaran
belanja  tidak terduga adalah untuk mendanai
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

" huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Penggunaan

Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penyetoran
Kembali Sisa Bantuan Operasional Sekolah Tahun
Anggaran 2011 Ke Rekening Kas Umum Negara,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan :

KESATU

3.

29

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

" Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

. Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

10.

Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Sukoharjio Nomor 33 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menggunakan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017
untuk Penyetoran Kembali Sisa Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2011 ke Rekening Kas Umum
Negara sebesar Rp.533.608.830,00 (lima ratus tiga puluh
tiga juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh
rupiah).



KEDUA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 paret 2007

BUPATI SUKOHARJO, Q
b R
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo  di
Sukoharjo;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Sekretars Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo; dan

9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;.




